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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial melalui 

penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pelaksanaan penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, Ketua RT/RW 

Dusun Krajan dan Watu Ulo, serta masyarakat penerima bantuan PKH. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Rejosari dilakukan melalui 

pembaruan dan pemeriksaan data penerima secara berkala, pendampingan masyarakat, sosialisasi, serta pemantauan dan 

evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Pelaksanaan penyaluran PKH telah 

mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial Pancasila melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data 

dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai kebutuhan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena 

masih terdapat perbedaan data dengan kondisi masyarakat, perubahan ekonomi penerima, keterbatasan kewenangan desa dalam 

penetapan akhir penerima, keterlambatan pencairan, dan kecemburuan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi 

keadilan sosial dalam PKH memerlukan pembaruan data, komunikasi publik, dan koordinasi antarpihak secara berkelanjutan. 

Kata kunci: Strategi Pemerintah Desa, Keadilan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH). 

1. Pendahuluan  

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sistem nilai yang mengarahkan penyelenggaraan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kebijakan sosial, Pancasila tidak hanya ditempatkan 

sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai pedoman etik bagi negara dalam memastikan bahwa setiap warga 

memperoleh perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, 

tetapi harus diupayakan secara merata, proporsional, dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan 

(Najicha, 2022; Tamba et al., 2024). 

Keadilan sosial berdasarkan Pancasila mengandung makna bahwa negara wajib menghadirkan kebijakan yang 

mampu mengurangi kesenjangan, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperkuat solidaritas sosial. 

Nilai tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan perlu diterjemahkan dalam tindakan 

pemerintahan yang konkret, terutama pada program perlindungan sosial. Dalam kerangka ini, bantuan sosial bukan 

sekadar pemberian material, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan hak warga, memperkuat daya tahan 

keluarga miskin, dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Arum et al., 2023; Olfiyani & Najicha, 2024). 

Ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai 

wilayah. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak antara 

masyarakat yang memiliki akses memadai dengan masyarakat yang mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, 

kehadiran negara melalui kebijakan perlindungan sosial menjadi kebutuhan penting agar prinsip keadilan sosial 

benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah (Arfadly et al., 2024; Sutikno et al., 2023). 

Salah satu kebijakan perlindungan sosial yang menjadi perhatian adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH 

merupakan bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) yang diarahkan kepada keluarga miskin 

dan rentan dengan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini tidak hanya bertujuan 

meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku penerima manfaat agar 

lebih mampu mengakses layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021; Pratama & Chandra, 2022). 
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Gambar 1. Penyaluran ATM kepada penerima bantuan PKH 

Dalam pelaksanaannya, PKH menuntut ketepatan sasaran, transparansi, validitas data, dan koordinasi antarpihak. 

Penyaluran bantuan akan kehilangan makna keadilannya apabila masyarakat yang benar-benar membutuhkan 

tidak terdata, sementara warga yang dinilai lebih mampu tetap menerima bantuan. Masalah tersebut dapat 

menimbulkan kecemburuan sosial, penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta persepsi 

bahwa program bantuan belum dijalankan secara adil. Karena itu, pelaksanaan PKH perlu dilihat sebagai bagian 

dari aktualisasi sila kelima Pancasila di tingkat desa (Sari et al., 2022). 

Urgensi penelitian ini muncul karena penyaluran bantuan sosial saat ini semakin bergantung pada integrasi dan 

pembaruan data, termasuk penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan 

kesejahteraan berdasarkan desil. Perubahan sistem tersebut membantu penentuan sasaran secara lebih terukur, 

tetapi di tingkat desa tetap memunculkan tantangan baru, seperti perbedaan antara data administratif dan kondisi 

riil masyarakat, perubahan ekonomi keluarga, serta perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima. Situasi ini 

menuntut peran pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk melakukan verifikasi, 

pendampingan, dan penyampaian informasi secara terbuka. 

Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menjadi konteks penting untuk dikaji karena penyaluran 

PKH di wilayah ini melibatkan pemerintah desa, Ketua RT/RW, pendamping PKH, Dinas Sosial, serta masyarakat 

penerima manfaat. Berdasarkan data penelitian, Desa Rejosari terdiri atas Dusun Krajan dan Dusun Watu Ulo 

dengan jumlah penduduk 3.290 jiwa dan 1.412 kartu keluarga. Dalam pelaksanaan PKH, ditemukan 105 keluarga 

penerima manfaat di dua dusun tersebut, disertai proses pembaruan data, verifikasi lapangan, dan pengajuan 

sanggah melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Pelinsos). 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan sosial 

berdasarkan Pancasila. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa bantuan diterima oleh warga yang memenuhi 

kriteria, informasi disampaikan secara jelas, data diperbarui sesuai kondisi masyarakat, dan penyaluran bantuan 

tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik untuk memperkaya 

kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai implementasi sila kelima dalam kebijakan sosial, 

sekaligus nilai praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi tata kelola penyaluran PKH. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana strategi 

Pemerintah Desa Rejosari dalam penyaluran bantuan PKH kepada penerima manfaat agar sesuai dengan penerapan 

nilai keadilan sosial. Kedua, bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH oleh Pemerintah Desa Rejosari 

dengan penerapan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena penelitian berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan 

pandangan informan mengenai strategi pemerintah desa dalam penyaluran PKH. Penelitian deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan data lapangan secara sistematis sehingga pelaksanaan program dapat dipahami sesuai 

konteks sosial masyarakat Desa Rejosari (Ramdhan, 2021; Niam et al., 2024). 

Lokasi penelitian berada di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Subjek penelitian 

ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan 

terhadap pelaksanaan PKH. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, dua Ketua 

RT/RW Dusun Krajan, dua Ketua RT/RW Dusun Watu Ulo, lima masyarakat penerima PKH dari Dusun Krajan, 

dan lima masyarakat penerima PKH dari Dusun Watu Ulo. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi 

digunakan untuk melihat proses pendataan, verifikasi, pencalonan, pendampingan, dan kondisi sosial penerima 

bantuan. Wawancara semi terstruktur dilakukan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap dapat 

menggali informasi tambahan yang muncul di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data, antara 
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lain berupa profil desa, data penerima PKH, dokumentasi penyaluran bantuan melalui rekening atau ATM, dan 

dokumentasi pendampingan pengajuan sanggah data melalui aplikasi Pelinsos (Wani et al., 2024; Olok, 2024). 

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pemerintah 

desa dan penerapan nilai keadilan sosial. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan dua 

fokus penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antara temuan 

lapangan dan teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Rejosari tidak hanya berkaitan dengan mekanisme 

administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Pemerintah 

desa berada pada posisi strategis karena menjadi penghubung antara data nasional, pendamping PKH, Dinas 

Sosial, Ketua RT/RW, dan masyarakat. Dalam konteks teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila, posisi tersebut 

menempatkan pemerintah desa sebagai pelaksana nilai yang harus memastikan bahwa bantuan sosial diberikan 

secara tepat, terbuka, proporsional, dan berpihak kepada warga yang membutuhkan. 

1. Strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam Penyaluran Bantuan PKH 

Strategi pertama yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari adalah pembaruan dan pemeriksaan data penerima 

bantuan. Proses ini dilakukan melalui pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara bertahap. 

Pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, Kaur 

Kesra, operator desa, dan Dinas Sosial. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mencocokkan data administratif 

dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu informan dari pemerintah desa menjelaskan bahwa 

pendamping PKH bersama Kaur Kesra melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memastikan kondisi 

penerima. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak cukup dibangun melalui data pusat, tetapi harus 

diperiksa melalui kondisi riil masyarakat. 

Pembaruan data menjadi penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah. Sebagian masyarakat yang 

sebelumnya layak menerima bantuan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara masyarakat lain 

yang belum terdata justru membutuhkan bantuan. Pemerintah Desa Rejosari menyadari dilema tersebut. Di satu 

sisi, desa mengetahui kondisi sosial warga secara langsung; di sisi lain, kewenangan penetapan akhir penerima 

berada pada sistem dan Dinas Sosial. Oleh karena itu, strategi desa diarahkan pada pengusulan, klarifikasi, dan 

pelaporan data agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. 

Strategi kedua adalah pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan dilakukan terutama ketika masyarakat 

perlu memahami mekanisme PKH, pencairan bantuan, pembaruan data, dan pengajuan sanggah. Dokumentasi 

penelitian menunjukkan adanya pendampingan pengajuan sanggah data melalui aplikasi Pelinsos. Dalam proses 

tersebut, pendamping PKH dan Kaur Kesra mendatangi masyarakat untuk membantu pengisian ulang data secara 

daring. Pendampingan semacam ini penting karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknis yang 

sama dalam mengakses sistem digital. Apabila pendampingan tidak dilakukan, masyarakat rentan tertinggal dalam 

proses pembaruan data sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan. 

Strategi ketiga adalah sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi kepada 

masyarakat penerima manfaat, Ketua RT/RW, dan pihak terkait mengenai pencairan, kriteria penerima, serta 

prosedur pembaruan data. Sosialisasi menjadi bagian penting dari keadilan sosial karena masyarakat berhak 

mengetahui alasan bantuan diberikan, syarat yang harus dipenuhi, dan mekanisme jika terdapat kesalahan data. 

Dalam konteks Desa Rejosari, sosialisasi belum hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga 

sebagai sarana mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Strategi keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Desa Rejosari melaksanakan pemantauan melalui 

koordinasi dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan secara berkala. Forum Musdes digunakan untuk 

menampung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Ketua RT/RW mengenai warga yang layak atau 

tidak layak menerima bantuan. Informasi dari forum tersebut kemudian dapat menjadi bahan pengusulan kepada 

Dinas Sosial. Pemantauan dan evaluasi diperlukan karena data kesejahteraan bersifat dinamis, sehingga validitas 

penerima bantuan tidak dapat dianggap selesai hanya pada saat pendataan awal (Pramono, 2020). 

Keempat strategi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa berupaya mengaktualisasikan nilai keadilan 

sosial Pancasila melalui tata kelola yang berbasis data, partisipasi, pendampingan, dan pengawasan. Namun, 

strategi tersebut tetap menghadapi keterbatasan karena pemerintah desa bukan penentu akhir penerima bantuan. 

Desa hanya dapat mengusulkan, memverifikasi, menyampaikan sanggahan, dan melakukan pembaruan data sesuai 

mekanisme yang ditetapkan. 

2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PKH  

Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Desa Rejosari dapat dianalisis melalui lima aspek keadilan sosial, yaitu 

ketepatan sasaran, transparansi, kesesuaian data dengan kondisi riil, pemerataan bantuan sesuai kebutuhan, dan 
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kecemburuan sosial. Kelima aspek ini mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila karena bantuan sosial 

idealnya tidak hanya tersalurkan, tetapi juga diterima secara wajar dan dipercaya oleh masyarakat. 

Aspek pertama adalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah 

Desa Rejosari berupaya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria PKH. 

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi data, koordinasi dengan Ketua RT/RW, serta pendampingan oleh 

pendamping PKH. Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening atau ATM masing-masing penerima manfaat, 

sehingga KPM dapat menerima bantuan secara langsung pada periode pencairan triwulan (setiap tiga bulan sekali). 

Mekanisme tersebut mendukung akuntabilitas karena mengurangi risiko penyaluran bantuan melalui pihak 

perantara. 

Meskipun demikian, ketepatan sasaran belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan menyampaikan masih 

terdapat warga yang dinilai lebih mampu tetapi menerima bantuan, sementara warga lain yang dianggap 

membutuhkan belum menerima bantuan. Kondisi ini menegaskan bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung 

pada keberadaan data, tetapi juga pada kemampuan data tersebut mencerminkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang terus berubah. Ketika data tidak segera diperbarui, bantuan dapat dipersepsikan tidak adil oleh 

masyarakat. 

Aspek kedua adalah transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Pemerintah desa telah menyampaikan 

informasi mengenai pencairan bantuan dan pembaruan data melalui Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan 

perangkat desa. Transparansi menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui bahwa proses penetapan 

penerima tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa. Pengetahuan tersebut dapat mengurangi prasangka 

bahwa bantuan diberikan berdasarkan kedekatan personal atau keputusan perangkat desa semata. Dalam perspektif 

keadilan sosial Pancasila, transparansi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar. 

Namun, transparansi masih perlu diperkuat. Sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya mekanisme desil, 

DTSEN, kewenangan desa, dan prosedur pengajuan sanggah. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat 

menimbulkan penilaian negatif terhadap pemerintah desa, terutama ketika ada warga yang merasa layak tetapi 

tidak masuk sebagai penerima. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, 

berulang, dan langsung menyentuh permasalahan masyarakat, bukan hanya menyampaikan informasi 

administratif. 

Aspek ketiga adalah kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat. Pemerintah Desa Rejosari 

bersama pendamping PKH melakukan verifikasi lapangan untuk menyesuaikan data dengan keadaan masyarakat. 

Pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos menjadi salah satu bentuk koreksi ketika data sosial ekonomi 

dianggap belum sesuai. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha menjembatani data sistem 

dengan realitas sosial di lapangan. Dalam teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila, penggunaan data yang akurat 

menjadi syarat penting agar distribusi bantuan tidak menyimpang dari kebutuhan warga. 

Kendala utama pada aspek kesesuaian data adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis. Ada 

keluarga yang mengalami peningkatan ekonomi karena pekerjaan atau kepemilikan aset, tetapi data belum segera 

berubah. Sebaliknya, ada keluarga yang mengalami penurunan ekonomi, sakit, atau kehilangan penghasilan tetapi 

belum masuk dalam sistem penerima. Hal ini memperlihatkan perlunya pembaruan data secara berkelanjutan dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang jujur kepada RT/RW dan pemerintah desa. 

Aspek keempat adalah pemerataan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mayoritas masyarakat penerima 

manfaat menilai bahwa bantuan PKH yang diterima telah membantu kebutuhan pokok, kesehatan, dan kebutuhan 

keluarga. Bantuan yang diterima secara langsung melalui rekening memberikan manfaat nyata bagi Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM). Pemerataan dalam konteks ini tidak berarti semua warga harus menerima bantuan, 

melainkan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria dan memiliki kebutuhan sesuai komponen 

PKH. Dengan demikian, pemerataan yang sesuai nilai Pancasila adalah pemerataan yang proporsional, bukan 

pemerataan yang sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Meskipun manfaat bantuan telah dirasakan oleh penerima, masih terdapat masyarakat yang merasa belum 

memperoleh haknya karena menganggap dirinya layak menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerataan bantuan belum sepenuhnya diterima sebagai adil oleh seluruh masyarakat. Pemerataan perlu ditopang 

oleh data yang benar, komunikasi yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang mudah dipahami. Tanpa ketiga 

unsur tersebut, bantuan yang secara administratif tepat dapat tetap dipersepsikan tidak adil secara sosial. 

Aspek kelima adalah tidak adanya kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan 

Ketua RT/RW menunjukkan bahwa kecemburuan sosial masih muncul dalam pelaksanaan PKH. Kecemburuan 

muncul karena perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima, terutama ketika terdapat warga dengan kondisi 

ekonomi yang dianggap hampir sama tetapi memperoleh perlakuan berbeda. Ketua RT/RW juga menghadapi 

tekanan dari masyarakat karena dianggap memiliki kewenangan menentukan penerima, padahal kewenangan 

tersebut terbatas pada pengusulan dan penyampaian data. 

Kecemburuan sosial menjadi indikator bahwa penerapan nilai keadilan sosial belum sepenuhnya selesai pada tahap 

penyaluran bantuan. Nilai keadilan sosial Pancasila menuntut adanya rasa keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan 
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masyarakat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, penyelesaian kecemburuan sosial tidak cukup dilakukan 

dengan penjelasan administratif, tetapi perlu melalui dialog, Musdes, pembaruan data, dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan. 

Pembahasan 

Strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan 

bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan 

kondisi nyata masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan meliputi 

pembaruan dan pemeriksaan data penerima bantuan, pendampingan kepada masyarakat, sosialisasi program, serta 

pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, Kaur Kesra, operator desa, 

dan Dinas Sosial. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran PKH tidak hanya dilakukan berdasarkan 

data administratif, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah desa dalam memastikan bahwa data penerima 

bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini penting karena keadaan masyarakat dapat 

berubah sewaktu-waktu, baik karena peningkatan ekonomi, perubahan pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi 

kesehatan, maupun kebutuhan keluarga yang mendesak. 

Pembaruan dan pemeriksaan data menjadi strategi utama karena ketepatan data sangat menentukan tercapainya 

keadilan dalam penyaluran bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari tidak 

memiliki kewenangan sebagai penentu akhir penerima bantuan, tetapi berperan dalam mengusulkan, 

memverifikasi, memvalidasi, dan menyampaikan perubahan data kepada pihak terkait. Dalam hal ini, pemerintah 

desa berusaha memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat diajukan sebagai penerima 

bantuan, sedangkan masyarakat yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria dapat diperiksa kembali 

melalui mekanisme yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) yang 

menjelaskan bahwa pendataan, verifikasi, dan validasi merupakan bagian penting dalam keberhasilan penyaluran 

bantuan sosial. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menegaskan bahwa 

penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan bantuan sosial dapat dilihat dari ketepatan sasaran dan pemerataan 

kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Selain pembaruan data, pendampingan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi Pemerintah 

Desa Rejosari. Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dilakukan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan 

mengenai mekanisme PKH, proses pencairan, pembaruan data, serta pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos. 

Pendampingan ini penting karena tidak semua masyarakat memahami prosedur bantuan sosial yang menggunakan 

sistem digital seperti DTSEN, desil, dan aplikasi pendataan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pendampingan, 

maka masyarakat yang seharusnya dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan data berpotensi tertinggal dalam 

proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panji Pamungkas dan Muhammad Khozin (2025) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PKH dipengaruhi oleh pendampingan, komunikasi, koordinasi 

antarpelaksana, serta pengawasan. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari 

menunjukkan adanya upaya untuk membantu masyarakat memahami hak dan prosedur dalam program PKH secara 

lebih mudah. 

Sosialisasi program juga menjadi strategi yang berperan dalam mendukung penerapan nilai keadilan sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari menyampaikan informasi mengenai pencairan bantuan, 

kriteria penerima, prosedur pembaruan data, serta pengajuan sanggah melalui perangkat desa, Ketua RT/RW, dan 

pendamping PKH. Sosialisasi ini diperlukan karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa 

pemerintah desa bukan penentu akhir penerima bantuan. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, 

masyarakat dapat menilai bahwa bantuan diberikan berdasarkan keputusan sepihak atau kedekatan dengan 

perangkat desa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan prasangka dan menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa. Temuan ini berkaitan dengan penelitian Oliviani (2026) yang menjelaskan bahwa 

ketidaktransparanan dalam pengelolaan PKH dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh 

karena itu, sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami 

mekanisme PKH secara lebih terbuka dan tidak salah menilai kewenangan pemerintah desa. 

Pemantauan dan evaluasi dalam penyaluran PKH di Desa Rejosari juga menjadi bagian penting dari strategi 

pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua 

RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial, sedangkan Musyawarah Desa menjadi ruang untuk menampung 

aspirasi masyarakat mengenai warga yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Forum tersebut menjadi 

sarana bagi pemerintah desa untuk memperoleh informasi dari masyarakat secara langsung, terutama mengenai 

perubahan kondisi ekonomi warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vera Agustina Lailya Sari dkk. (2022) 

yang menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan sosial memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, 

perangkat terkait, dan masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya koordinasi dan 

evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat memperkuat proses pembaruan data dan mengurangi potensi 

ketidaktepatan sasaran. 

Pelaksanaan penyaluran PKH oleh Pemerintah Desa Rejosari menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai 

keadilan sosial melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat, 
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pemerataan bantuan sesuai kebutuhan, serta upaya mengurangi kecemburuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, 

pemerintah desa telah berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria 

melalui pendataan, verifikasi, validasi, koordinasi dengan Ketua RT/RW, dan pendampingan oleh pendamping 

PKH. Bantuan juga disalurkan melalui rekening atau ATM masing-masing penerima manfaat sehingga KPM dapat 

menerima bantuan secara langsung. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas 

dalam penyaluran bantuan. 

Meskipun demikian, pelaksanaan PKH di Desa Rejosari belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih 

ditemukan perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil masyarakat. Beberapa warga yang dianggap 

lebih mampu masih menerima bantuan, sedangkan warga lain yang dinilai membutuhkan belum terdaftar sebagai 

penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak cukup hanya mengandalkan data pusat, tetapi 

juga memerlukan verifikasi lapangan dan pembaruan data secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat 

penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) yang menegaskan pentingnya validasi data dalam penyaluran 

bantuan sosial. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menyatakan 

bahwa keadilan sosial dalam program bantuan perlu diwujudkan melalui ketepatan sasaran dan keberpihakan 

kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Transparansi dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari telah dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai 

pencairan bantuan, perubahan data, kriteria penerima, dan prosedur pengajuan sanggah. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami istilah teknis seperti DTSEN, desil, validasi, 

dan sanggah data. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika ada 

warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Oleh karena itu, 

transparansi tidak cukup hanya dilakukan dengan menyampaikan informasi, tetapi juga harus disesuaikan dengan 

bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oliviani (2026) yang 

menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaksanaan PKH dapat menimbulkan persoalan dalam 

penerapan keadilan sosial. 

Kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan PKH. Pemerintah 

Desa Rejosari bersama pendamping PKH telah melakukan verifikasi lapangan dan membantu masyarakat dalam 

pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha 

menjembatani data dalam sistem dengan kenyataan sosial masyarakat. Namun, perubahan kondisi ekonomi 

masyarakat yang dinamis tetap menjadi hambatan, karena ada keluarga yang mengalami peningkatan ekonomi 

tetapi datanya belum berubah, dan ada pula keluarga yang mengalami penurunan ekonomi tetapi belum masuk ke 

dalam sistem penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vera Agustina Lailya Sari dkk. (2022) yang 

menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa, perangkat terkait, dan masyarakat sangat 

dibutuhkan agar bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pemerataan bantuan dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari juga perlu dipahami sebagai pemerataan yang 

proporsional. Bantuan PKH tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada seluruh warga, tetapi kepada keluarga 

yang memenuhi kriteria dan memiliki kebutuhan sesuai komponen program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bantuan PKH telah memberikan manfaat bagi KPM, terutama dalam membantu kebutuhan keluarga, pendidikan, 

kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh haknya 

karena menilai dirinya layak menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan bantuan perlu didukung 

oleh data yang akurat, mekanisme pengaduan yang jelas, dan sosialisasi yang mudah dipahami. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial dalam bantuan sosial 

dapat diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan yang berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari, kecemburuan sosial masih menjadi hambatan yang muncul di 

masyarakat. Kecemburuan tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima bantuan. 

Sebagian masyarakat menilai kelayakan berdasarkan pengamatan sehari-hari, sedangkan sistem pemerintah 

menggunakan kriteria tertentu seperti kondisi keluarga, kepemilikan aset, kondisi rumah, dan kategori 

kesejahteraan. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan belum 

sepenuhnya adil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panji Pamungkas dan Muhammad Khozin (2025) yang 

menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH membutuhkan komunikasi, pendampingan, koordinasi antarpelaksana, dan 

pengawasan agar program dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, kecemburuan sosial dapat dikurangi 

apabila pemerintah desa memperkuat komunikasi publik, melakukan pembaruan data secara berkala, serta 

membuka ruang dialog melalui Musyawarah Desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, strategi dan pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Rejosari telah menunjukkan 

adanya upaya penerapan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut terlihat dari pembaruan data, 

verifikasi lapangan, pendampingan, sosialisasi, koordinasi, pengajuan sanggah, dan Musyawarah Desa. Namun, 

penerapan nilai keadilan sosial masih perlu diperkuat karena terdapat hambatan berupa perbedaan data dengan 

kondisi riil masyarakat, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam menentukan penerima, keterlambatan 

pencairan bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta munculnya 

kecemburuan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Rejosari perlu terus meningkatkan pembaruan data, 
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memperjelas komunikasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial, 

serta menyediakan ruang pengaduan yang mudah dipahami. Dengan cara tersebut, PKH tidak hanya tersalurkan 

secara administratif, tetapi juga dapat dirasakan sebagai bantuan yang adil, transparan, dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial 

berdasarkan Pancasila melalui penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui pembaruan dan pemeriksaan data 

penerima secara berkala, pendampingan kepada masyarakat, sosialisasi program, serta pemantauan dan evaluasi. 

Strategi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Desa, Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan 

Dinas Sosial. Pemerintah desa juga memanfaatkan Musyawarah Desa dan pengajuan sanggah data sebagai sarana 

koreksi terhadap perubahan kondisi masyarakat. 

Pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Rejosari telah mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial melalui 

ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai 

kebutuhan. Bantuan PKH dirasakan bermanfaat oleh masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan 

pokok, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Namun, penerapan keadilan sosial belum sepenuhnya optimal karena 

masih terdapat perbedaan data dengan kondisi riil, perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat, keterbatasan 

kewenangan desa dalam penetapan akhir penerima, serta kecemburuan sosial akibat perbedaan persepsi 

masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan. 

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Rejosari terus meningkatkan pembaruan data, verifikasi 

lapangan, koordinasi dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial, serta sosialisasi mengenai kriteria penerima, 

desil, DTSEN, dan prosedur pengajuan sanggah. Masyarakat juga perlu berpartisipasi dengan memberikan data 

yang benar dan menjaga sikap saling memahami agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih adil, 

transparan, dan sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. 
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